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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan dari peredaran
obat aborsi berdasarkan peratutan kefarmasian, selain itu untuk mengetahui
bagaimana pengawasan dari pihak yang berwenang untuk peredaran obat aborsi di
Kecamatan Banjarbaru selatan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris dengan memakai
pendekatan kualitatif yang dimana data yang akan diambil melalui wawancara
terhadap Dinas Kesehatan Banjarbaru, BBPOM, apotek maupun toko obat yang
berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Penelitian ini berlokasi di Banjarbaru
selatan, yang di mana terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Gunung Paikat, Kemuning,
Loktabat Selatan, Sungai Besar. Jenis data yang di gunakan adalah data primer, data
skunder, dan data tersier.

Berdasarkan penelitian ini penyimpangan dari peredaran obat aborsi
berdasarkan peraturan kefarmasian diakibatkan karna lemahnya sistem pengawasan
terhadap toko obat dan apotek juga berdampak pada mudahnya mendaptkan obat
keras tanpa resep dokter. Hasil dari penelitian pengawasan dari pihak yang
berwenang untuk peredaran obat aborsi di Kecamatan Banjarbaru Selatan dari hasil
wawancara yang berhasil dilakukan terhadap 14 apotek dari 23 apotek mengatakan
bahwa tidak ada pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan Maupun Bpom terhadap
peredaran Obat tersebut.

Kata Kunci :Pengawasan, Peredaran Obat Aborsi, Peraturan Kefarmasian
Kecamatan Banjarbaru Selatan.
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